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Pandemi Covid-19 memberikan efek domino

pada aspek sosial, ekonomi, dan Keuangan

SOSIAL

Penyebaran COVID-19 yang mudah, Langkah untuk flattening the Kinerja ekonomi menurun \olatilitas dan gejolak sektor
cepat, dan luas menCiptakan curve dari Cepa‘i dan Iuasnya taJ am: konsumsi terganggu, keu angan dirasakan seketika Sejak
krisis kesehatan dengan belum penularan m_emlllkl investasi terhambat, ekspor-impor wabah muncul seiring dengan
ditemukannya vaksin, obat, serta konsekuensi pada: terkontraksi. Pertumbuhan turunnya investor confidence dan
\keterbatasan alat dan tenaga medis. berhentinya aktivitas ekonomi melambat/menurun tajam terjadinya flight to quality
ekonomi yang menyerap
DY TN tenaga kerja di berbagai $¢ Disamping itu, sektor keuangan juga

terdampak melalui kanal menurunnya
kinerja sektor riil, di mana profitabilitas
dan solvabilitas perusahaan ikut
menurun.

sektor, tak terkecuali
sektor-sektor

informal. I
l =

l Rantai suplai global seketika

terdisrupsi sejak Tiongkok dan
negara-negara lain terguncang oleh
krisis kesehatan.

l Krisis kesehatan langsung terjadi
di Tiongkok dan sebagian kecil
negara sejak awal tahun

l Sebagian besar negara, termasuk
Indonesia, baru merasakan dampak
wababh di akhir Februari atau awal Maret.

, : l Bagi beberapa negara, semisal Indonesia
-\ ; vy ./,: di mana eskalasi wabah baru terjadi di
Maret, dampak ekonomi diestimasi
Tl memuncak pada Q2-2020. _—




Perkembangan Covid-19 dan Dampak Globalnya

Jumlah negara dan teritori yang telah
terkonfirmasi kasus Virus COVID-19
(Per 3 Mei 2020).

215

Potensi kerugian akibat COVID-19
mencapai USD9 triliun pada 2020-2021,
berdasarkan WEO IMF April 2020.

Lo 9

Jumlah penerbangan yang dibatalkan di
seluruh negara pada periode 23
Januari-18 Februari 2020.

ﬁb 240ribu

Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Negara memberlakukan travel ban dan
border shutdown total.
(Courtesy Aljazeera 10 April, IATA)

59°

Potensi pendapatan penerbangan yang
hilang untuk tahun ini (IATA, 14 April).

@ $314B

)

Hingga 1000 pesawat di maskapai US
diperkirakan akan berhenti beroperasi di
tahun 2020.

-21.000

Negara memberlakukan tfravel ban dan border
shutdown secara parsial. (Courtesy
Aljazeera 10 April, IATA)

*

Covid-19 menghilangkan USD50 miliar ekspor
global pada bulan Februari

=, 950B

L0 .

(IMF).

25 juta pekerjaan yang berkaitan
dengan industri penerbangan akan
terdampak pandemi COVID-19.

IATA, 8 April

Lebih dari 160 negara menutup

sekolahnya untuk mengurangi

penyebaran COVID-19. Negara yang tidak:
Singapura, Australia, Swedia, Taiwan, &
beberapa negara bagian AS.

~. +160

25 perusahaan otomotif di berbagai negara
ditutup/menghentikan produksi sementara
akibatCOVID-19

Sekitar 50 juta orang akan kehilangan
pekerjaan di sekitor pariwisata. Sektor ini

diperkirakan akan menyusut hingga
25% di tahun 2020
(World Travel and Tourism Council).

~ 50M

T
o


http://www.nytimes.com/reuters/2020/04/14/business/14reuters-health-coronavirus-
http://www.nytimes.com/reuters/2020/04/14/business/14reuters-health-coronavirus-

Covid-19 merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020

Pertumbuhan PDB Negara-Negara (%, yoy)

7,5 6.8
3,8
29 27 26, 2.4
T |||| 1 ||| |||| 1K
ASI“- "I EnEE Ill lll- i I“Il E_mnE

Eropa Perancis Tiongkok Korsel Indonesia Vietnam Slngapura
-2 2

_5,4 o Q1-2018 Q22018 _Q3-2018  Q4-2018 ,Q1-2019
-6,8 =Q2-2019 =Q3-2019 =Q4-2019 =Q1-2020

Pengangguran naik
tajam

_’3

Volatilitas sektor

Aktivitas ekonomi Harga Komoditas

berkontraksi turun tajam keuangan
* PMI manufaktur dan jasa - Klaim pengangguran di « Harga minyak global * Arus modal keluar dari
di titik terendah setelah AS bertambah 26 juta turun ~65% (ytd 30 EM ~$100 mlllqr atau
GFC orang dalam 5 minggu April) 0,4% PDB, lebih tinggi

dibanding GFC atau

 WTO memprediksi
taper tantrum, (IMF).

perdagangan global 2020
akan turun -13% sd -32%

Sumber: Bloomberg, diolah



Perkembangan Covid-19 di Indonesia 34 roseverisrouns
dan ququ NGSior‘qu‘yq Penerbangan domestik dan

: . ‘I 2 703 internasional di 15 bandara
(Data per 16 Mei 2020) (Data per 16 Mei 2020) (Data per 16 Mei 2020) o dibatalkan sepanjang Jan - Feb
\/

1 7 O 25 3 01 1 1 .089 Kehilangan pendapatan di
1 ® sektor layanan udara selama

v Rp207l\/\ Jan-Feb (AP, 9 Mar).

Jumlah orang dinyatakan
meninggal

Jumlah orang dinyatakan

positif Covid-19 Jumlah orang dinyatakan

sembuh dari Covid-19 Penurunan jumlah kunjungan
- 30% Wisman ke Indonesia pada bulan
\ 4 Februari.

Perkiraan penurunan tingkat

50 okupansi hotel dan potensi
- % kehilangan devisa pariwisata

\4

PMI Manufacturing Indonesia
2 7 ’ 5 berkontraksi turun menjadi 27.5

\ 4 (April 2020) dari 45,3 (Mar 2020).
1 35 72 6 35 0 6 9 2 6 9 44 9 Terendah dalam sejarah sejak 2011.
°
i ° Impor Indonesia pada Q1 2020 -
Uji PCR dengan kasus negatif Jumlah orang dikategorikan Jumlah orang dikategorikan v _3 77 3,7% (ytd). Sementara ekspor
sebanyak 118.701 orang sebagai Pasien Dalam sebagai Orang Dalam ’ ° tumbuh2,9% (ytd) didorong surplus

Pengawasan Covid-19 Pengawasan Covid-19 neraca non migas

v 2' 96% Inflasi pada bulan Maret 2020 (yoy).

¢ Pekerja dari 144.340 perusahaan

I - - l > 1 , 9J'U-|-O dirumahkan atau di-PHK. Total
dengan perkiraan yang belum

teridentifikasi dapat mencapai 3

juta orang (Kemenaker, 19 April).

4

a

(Data per 16 Mei 2020)



Covid-19 memberi ancaman pada perekonomian Indonesia

dari sisi konsumsi dan sisi dunia usaha

Pertumbuhan Ekonomi 2 97¢y Terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menghentikan sebagian besar
Indonesia Q1-2020 ) O iktivitas ekonomi

Sisi Konsumsi (Demand) Sisi Dunia Usaha (Supply)

Share thd Pertumbuhan  pertumbuhan Sharethd Pertumbuhan Pertumbuhan
PDB Q1-2020 Q1-2019 PDB Q1-2020 Q1-2019
Konsumsi
o ) ) Manufaktur 20,0% 2,1% 3,9%
c termasuk LNPRT 59,4% 2,7% 5,3% ° ’ ’
Perdagangan 13,2% 1,6% 5,2%
Investasi/PMTB o 1.7% 0
I 31,9% DH 3,0% Transportasi 5,2% 1,3% 5,5%
G Kons Pemerintah 6,5% 3,7% 5,2% ,:AI;onr:(r:daSI & 2,8% 2,0% 5,9%
Pertanian 12,8% 0,0% 1,8%
X Ekspor 17,4% 0,2% -1,6%
Pertambangan 6,8% 0,4% 2,3%

M Impor -17,6% -2,2% -7,5% Konstruksi 10,7% 2,9% 5,9%



Koreksi pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan peningkatan pengangguran

dan kemiskinan

Pertumbuhan Pemutusan : WENZEIELEGL
hubungan kerja e
Miskin

& pengangguran

ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan
(juta orang)

Sebelum COVID-19 5,3% Kemiskinan +3,78 +1,16

(APBN 2020)

)
_0’4% 2,3% Pengangguran +5,23 +2,92

Sesudah COVID-19 Skenario Skenario
(sangat berat) (berat)
Sangat Berat Berat

Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat —

melalui kebijakan extraordinary
* Dengan berbagai langkah extraordinary, Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan

tidak menuju skenario sangat berat



Kebijakan Perppu 1/2020




PERPPU 1 TAHUN 2020

BAB BAGIAN PASAL JUDUL
I R Lingk
Eng Lngaup 1 | Ruang Lingkup

Kesatu 2 | Pengangearan dan Pembiayaan
Kedua 3 | Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

I TRl T [ et L s Ketiga 4 - 10 | Kebijakan di Bidang Perpajakan
Keempat 11 | Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Kelima 12 | Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara
Keenam 13 | Pelaporan
Kesatu 14-15 | Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan
Kedua 16-19 | Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Bank Indonesia

I1I Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Ketiga 20-22 | Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
Keempat 23 | Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Kelima 24-25 | Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah

v Ketentuan Sanksi 26 | Ketentuan S :

v Ketentuan P tu

etentuan Fenutup 27-29 | Ketentuan Penutup

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945
“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-

undang”

Perppu ini ditetapkan pada 31 Maret
2020 dan disahkan menjadi UU oleh
DPR pada 12 Mei 2020



Kluster
Pengaturan

Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
Pasal 12 — Pasal 13

Stabilitas
Keuangan

Pasal 1 ayat (4)

Pasal 4 — Pasal 8

Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 — Pasal 3,
Pasal 11, Pasal 14 — Pasal 25

Kepabeanan

Pasal 9 — Pasal 10

Sanksi

Perlindungan ‘
Hukum

Pasal 26

Ketentuan
Lainnya

Pasal 27

Pasal 28 — Pasal 29




Beberapa hal yang diatur dalam Perppu 1/2020

Pelebaran defisit / relaksasi kebijakan defisit
ABPN di atas 3% selama 3 tahun hingga

Pemerintah juga berwenang melakukan tahun 2022

pergeseran anggaran antar-unit
organisasi, antar-fungsi, dan/atau antar-

program Dimungkinkan penggunaan anggaran dari

Sisa Anggaran Lebih, dana abadi dan
akumuslasi dana abadi pendidikan, dan

Relaksasi perpajakan dan perlakuan sumber lain

perpajakan dalam kegiatan PMSE

Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan,
dan Otoritas Jasa Keuangan diberi

Kewenangan Menkeu untuk
kewenangan baru

memberikan fasilitas kepabeanan
berupa pembebasan / keringanan bea
masuk untuk penanganan kondisi
darurat serta pemulihan & penguatan
ekonomi nasional

094781



-

K PDB. /

su Penting

Pasal ini menimbulkan kontroversial\
karena pasal itu merevisi aturan
sebelumnya, yakni UU 17/2003

tentang Keuangan Negara. Dalam
beleid itu, pemerintah menetapkan
defisit anggaran dibatasi max. 3% dari

-

-

Pasal ini tidak menentukan batas max

DPR untuk memberikan persetujuan
APBN, khususnya berkenaan dengan

~

presentasi defisit. Pasal ini dianggap
membatasi daya ikat kewenangan

defisit anggaran.

/

Pasal 2

Fleksibilitas pelebaran defisit melampaui 3%
dimaksudkan untuk Pemerintah dapat
merencanakan pengadaan belanja dan

pembiayaan dengan lebih optimal dengan
prioritas belanja kesehatan, social safety net,
dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat
dunia usaha.

Walaupun tidak ada batasan dari pelebaran
defisit, namun Pemerintah dipastikan akan
disiplin dan berupaya mempercepat proses
pemulihan ekonomi, sehingga besaran

pelebaran defisit yang melampaui 3% dari
PDB akan kembali lagi menjadi maksimal

3% dari PDB sebelum jangka waktu kurang

lebih 2 tahun terakhir.

Sebenarnya, pengecualian pelaksanaan
kebijakan keuangan negara dalam Perppu
ini hanya berlaku sejauh berkaitan dengan

kebijakan keuangan negara untuk
penanganan Covid-19 dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan
berdasarkan Perppu ini.



)

03 J

Selain itu meskipun APBN-P
ditetapkan dengan Perpres karena
situasi yang mendesak berdasarkan
Perppu ini, tetapi
pertanggungjawaban APBN tetap
kepada DPR. Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat adalah objek
pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.  Dengan  demikian
perubahan postur anggaran dan
pelaksanaannya juga diaudit BPK.

Pasal 12 Perppu
1/2020 dianggap
mengebiri
kewenangan DPR

dan bertentangan
dengan Pasal 23
UUD 1945

Pasal 12 ﬂ




Pasal 27 ayat (1)

Dalam Pasal 50 KUHP
disebutkan bahwa "Barang siapa
melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan undang-
undang, tidak dipidana", sementara
dalam pasal 51 ayat (1) KUHP
disebutkan bahwa “Barang siapa
M e nyo al melakukan perbuatan untuk
melaksanakan perintah jabatan
yang diberikan oleh penguasa yang

i m u n itas berwenang, tidak dipidana.”
dalam

Pasal 27

Stimulus, alokasi untuk Covid-19, subsidi
bunga KUR, UM;, bansos, yang telah
dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga

anggota KSSK dalam melaksanakan Perppu ini

merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk
penyelamatan perekonomian dari krisis dan
bukan merupakan kerugian negara.

Alur Perppu 1/2020
adalah mengedepankan
good governance seperti
yang telah disebutkan

dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal ini melindungi sejauh
yang bersangkutan memiliki
itikad baik (mens rea). Dari
nalar wajar (common sense) dan
logika hukum sederhana kita
mengerti, orang yang berniat
baik tidak bisa dipidana.

Bila kelak terbukti bahwa itikad baik itu
memang dilanggar, la dapat diseret ke
pengadilan, menempuh prosedur hukum

yang lazim. Dengan demikian asas equality
before the law dan asas kepastian hukum

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tetap
terjamin lurus.

erlu ditegaskan, ketentuan
Pasal 27 ayat (2) Perppu a quo
digantungkan pada syarat

“sepanjang adanya itikad baik”.
Maka ada pola pikir yang perlu
dijernihkan: Perppu sama sekali
tak bermaksud melancarkan

au melindungi maksud jahat:

Pasal 27 ayat (2)




Pasal 28 dalam Perppu ini dianggap
membuat wewenang Presiden
berlebihan dan berkembang
menjadi kekuasaan absolut serta

sewenang-wenang. Penyimpangan / ketidakberlakuan

dari materi UU yang dinyatakan
tidak berlaku hanya bersifat
sementara. Hal ini secara jelas
dinyatakan dalam ketentuan
penutup yang berbunyi: “dinyatakan
tidak berlaku sepanjang berkaitan
dengan kebijakan keuangan negara
untuk penanganan penyebaran Covid-
|9 dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian

Pasal 2 8 nasional dan/atau stabilitas sistem

keuangan berdasarkan Perppu ini”.




Judicial Review

Nomor Perkara
23/PUU-XVIII/2020

24/PUU-XVI11/2020

25/PUU-XVI11/2020

Pihak Pemohon
Sirajuddin Syamsudin, Amien Rais, MS Kaban, Sri Edi Swasono, dkk

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Yayasan Mega Bintang Solo
Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Adat Keadilan
Indonesia, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum
Indonesia, Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan

Damai Hari Lubis

Pengajuan

Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1)
huruf a angka 1, angka 2, angka 3,
Pasal 27, dan Pasal 28

Pengujian Materiil Pasal 27

Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3)




Perkembangan saat ini

NASIONAL / LEGISLASI Rabu 13 Mei 2020, 06:15 WIB

Perppu Nomor 1/2020 sah menjadi ‘:‘:hhm f: = f’i“N‘l’i{ffzfu{u:d‘ uu
undang-undang, Sri Mulyani:
Alhamdulillah

Perppu 1/2020 sah
menjadi Undang-
Undang
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Bauran kebijakan dioptimalisasi untuk menangani pandemi COVID-19

serta menjaga kesinambungan perekonomian

KEBIJAKAN FISKAL

K/L dan Pemda: prioritas
anggaran ke kegiatan
penanganan COVID-19

o)

Rp190 T Plenghematan
Rp55 T Realokasi Belanja

Menjaga daya beli masyarakat dan
kemudahan ekspor dan impor:

* Stimulus Fiskal

* Stimulus Non Fiskal

* Kebijakan di Sektor Keuangan

b

\

Refocusing &

Q===

Penguatan ekonomi domestik

melalui:

* Percepatan belanja & kebijakan

* Stimulus belanja

'\"‘-\\ Rp22,5 T

1

I

I

(o)
Penyelamatan kesehatan dan perekonomian
nasional & menjaga stabilitas keuangan

(melalui Perppu No.1 Tahun 2020)
mendorong padat karya * Kebijakan Keuangan Negara (kesehatan,

social safety net, dukungan dunia usaha +
dukungan pembiayaan pemulihan
ekonomi)

* Kebijakan di Sektor Keuangan

KEBIJAKAN MONETER
& KEUANGAN

* Menurunkan suku bunga Bl 7DRR

* Meningkatkan intensitas triple
intervention

* Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM)
Rupiah dan Valas

*  Memperpanjang tenor SBN

*  Memperluas jenis underlying transaksi

* Melonggarkan ketentuan RIM

* Menyediakan uang higienis, dl|

PERBANKAN

* Relaksasi persyaratan
kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi
UMKM

* Restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM



Stimulus | melalui belanja untuk memperkuat perekonomian domestik 2020

* Percepatan Penetapan Pejabat perbendaharaan negara (KPA,PPK dan Bendahara)
Percepatan pencairan *= Percepatan Pelaksanaan Tender

* Percepatan Revisi dan Pencairan anggaran strategis

Percepatan BElaI'IjE Modal * Antisipasi ketersediaan kas (cash management & fiscal buffer)
Belanja dan »  Antisipasi keterbatasan kapasitas pihak ketiga
KEbUakan Perce!)atan pencalra.n * Percepatan pencairan PBI JKN (Feb, Mar, dan April dicairkan pada Bulan
Mendorong Belanja Bantuan Sosial Februari
Padat Karya
Transfer ke Daerah * Mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa, untuk
dan Dana Desa kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja di desa.
Perluasan Kartu Sembako « Menambah manfaat kartu sembako
Perluasan subsidi bunga * Perluasan sasaran subsidi bunga perumahan dengan
StimUIus perumahan tambahan volume rumah sekitar 175 ribu unit rumah
= . . s * Insentif untuk travel agent yang membawa wisatawan
Belanja
) Insentif Sektor Pariwisata mancanegara

bantu aktivitas terdampak - pariwisata . | sentif untuk tenaga pemasaran pariwisata

* Digitalisasi pelatihan berbasis demand
*» Melengkapi dan memperkaya program pelatihan yang ada
*  Untuk skiling dan re-skiling

Kartu Pra-Kerja
masyarakat/pencari kerja

Sumber: Kemenkeu




Rincian Fasilitas untuk Berbagai Sektor

PMK Nomor 28/PMK.03/2020

PMK No. 44/PMK.03/2020

PPh 21 ditanggung pemerintah bagi 1062 KLU/perusahaan
KITE/penyelenggara/pengusaha kawasan berikat/PDKB

Pembebasan PPh 22 impor kepada 431 KLU/perusahaan KITE/
/penyelenggara/pengusaha kawasan berikat/PDKB

PPh Final UMKM 0,5% Ditanggung Pemerintah

Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% kepada 846
KLU/perusahaan KITE/penyelenggara/pengusaha kawasan
berikat/PDKB

Percepatan  restitusi PPN bagi 431  KLU/perusahaan
KITE/penyelenggara/pengusaha kawasan berikat/PDKB restitusinya
paling banyak Rp5 miliar.

Perppu 1 Tahun 2020

Penurunan tarif umum PPh Badan dari 25% menjadi 22% tahun
2020 dan 2021, serta 20% tahun 2022.

Penurunan tarif PPh Badan Go Public 3% lebih rendah dari tarif

Pengenaan PPN dan PPh atas transaksi elektronik.

Perpanjangan jangka waktu permohonan atau penyelesaian

< administrasi perpajakan.
\

——

untuk mendukung ketersediaan obat, alat kesehatan dan jasa yang
diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 melalui pemberian
fasilitas PPN ditanggung pemerintah dan pembebasan
pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang terkait
penanganan wabah Covid-19

PMK Nomor 30 /PMK.04/2020

Pemberian fasilitas penundaaan pembayaran cukai. Pemesanan pita
cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik pada 9 April-9 Juli 2020
diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari atau kurang lebih 3
bulan.

PMK Nomor 31 /PMK.04/2020

Pemberian insentif tambahan bagi Kawasan Berikat (KB) dan
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) berupa perluasan dalam
proses bisnis untuk perusahaan KB dan KITE, insentif atas penyerahan
hasil produksi KB dan KITE yang digunakan untuk penanggulangan
dampak penyakit Covid-19, insentif mendapatkan alat kesehatan untuk
karyawan, dan insentif perpajakan atas penyerahan barang baku dari
lokal.

PMK Nomor 34 /PMK.04/2020

Relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan
penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar
atau Special Access Scheme (SAS).



DALAM RANGKA PENANGANAN DAN ANTISIPASI DAMPAK PANDEMI,
3 LANGKAH KEBIJAKAN DALAM APBN 2020 DIJALANKAN

Realokasi Cadangan Belanja

Refocusing Angga
K/L dan Pemda

(Untuk percepatan penanganan
covid-19)

penghematan Belanja
K/L dan TKDD

meningkatkan efisiensi belanja,
untuk mendukung proses penanganan dan
dampak covid-19




Refocusing & realokasi APBN/D
strategi: CEPAT TEPAT, EFISIEN EFEKTIF, AKUNTABEL TRANSPARAN

PERPPU 1 TAHUN 2020

Kebijakan Kevuangan Negara

Penyesuaian batasan defisit APBN

Penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran
Penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan refocusing
anggaran pusat dan daerah

Penerbitan SBN dan pinjaman dalam rangka pembiayaan
tambahan defisit

Insentif dan relaksasi perpajakan

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk
kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan

Kebijakan di Sektor Keuangan

Perluasan kewenangan KSSK & ruang lingkup rapat KSSK
Penguatan kewenangan Bl, termasuk membeli SBN jangka

panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan Covid-19
Penguatan kewenangan OJK & LPS untuk mencegah risiko yang
membahayakan stabilitas sistem Keuangan serta perlindungan
nasabah

Penguatan kewenangan Pemerintah dalam menangani
permasalahan perbankan & stabilitas sistem Keuangan akibat dampak
Covid-19

PERPRES 54 TAHUN 2020
3 FOKUS

HEALTH
SOCIAL SECURITY

ECONOMIC STIMULUS

Defisit anggaran diproyeksikan mencapai
5,07% dari PDB

Postur pendapatan negara diturunkan, /// )/‘\

semula Rp2.233 T menjadi 1.760 T

Rpl1.865 T menjadi Rp1.462 T.

I Target penerimaan perpajakan dipangkas dari
Menteri Keuangan memiliki kewenangan yang luas atas belanja
pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD),
serta pembiayaan anggaran.
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PERATURAN PELAKSANAAN PERPPU 1 TAHUN 2020

BIDANG PENGANGGARAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2020
PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN TAHUN ANGGARAN 2020
(PERPRES 54/2020)

Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2)

Intervensi penanggulangan COVID-19 - Kesehatan (Rp75 T):
insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan

Sebagali

Tambahan Belanja Social Safety Net akan diperluas (Rp110 T):

Tambahan Jaringan Pengaman Sosial

dan Pembiayaan _ _
Dukungan industri (Rp70,1 T):

Apggaran a. Pajak dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (DTP)
yang diarahkan untuk  p. stimulus KUR

mengatasi dampak

COVID-19 Dukungan Pembiayaan Anggaran untuk penanganan COVID-19 (Rp150 T): Pembiayaan
dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional

27
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APBN Perubahan 2020;: Gambaran Umum

Rp275,8 Tn
) Rp473 Tn
@ (13,9%) v (_';1 1) ® Rp229 Tn A Rp73 Tn
’ . (9'90 /O) (2,80/0)
s et Perpres c coucs
Realisasi APBN 2020 Ne :412020 Realisasi APBN 2020 | Perpres
2019 2019 No.54/2020
Rp2.233 Tn Rp2.540 Tn| Rp2.613 Tn
Rp1.957,2 Tn Rp1.760 Tn Rp2.310,2 Tn >
Pendapatan Negara Belanja Negara
Menunjukkan kenaikan anggaran Menunjukkan penurunan Perubahan anggaran Perubahan
Ket: A (dalam Rp Tn dan %) v anggaran (dalam Rp Tn dan %) (dalam Rp Triliun) . anggaran (dalam %)

Keseimbangan Primer Defisit

APBN Realisasi Perpres Rp84,5 Tn n
Rp-77,5Tn  Rp-12Tn 0 o) Rp353 Tn R:-{:{aim 2020 I
2020 I(:262B°/; (1,76% Rp852 znoefgl"“" ABN APBN-P
Rp =517 pDB) Tn 2020
.Rp435,4 Tn Rp351 Tn Rp1006 Tn

(5,07%
PDB)

Pembiayaan
Sumber: Perpres No.54/2020



OUTLOOK BELANJA DAN TKDD APBN 2020 DALAM KEDARURATAN COVID-19

»

T
REFOKUSING DAN Rp190 T Rp255,1 T

Penghematan Belanja Negara: [ pHN e IPT: TA RPN - FRPTereTs
REALOKASI ANGGARAN (K/L: Rp95,7 T dan TKDD Rp94,2 T-> ISVt

UNTUK PENANGANAN termasuk alamiah) « Rp75 T - Dukungan anggaran kesehatan
COVI D'lg R p 54 | 6 T * Rp110 T -> Perluasan Social Safety Net

* Rp70,1 T = Dukungan dunia usaha/industri
Realokasi Belanja

OUTLOOK Dana Desa

DBH4# DAU#& DAK Fisik ¥ DAK Non Fisik 4 DID & Dana Desa 4 | 923t

digunakan

sesuai karena adanya dengan pemotongan sudah memperhitungkan memperhitungkan

perubahan pemotongan  25% dilakukan pada  tambahan BOK untuk penghematan karena kapasitas untuk bansos

pendapatan 10% bidang selain insentif tenaga medis penyerapan. Dana Otsus dan cash transfer

negara Pendidikan dan Rp3,7T Dana Tambahan Infrastruktur tingkat desa
Kesehatan sesuai perubahan DAU




RESPON KEBIJAKAN FISKAL UNTUK PENANGANAN COVID-19

- Upaya penanganan Covid-19 untuk penyelamatan jiwa , perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dan dukungan ke dunia

usaha dan UMKM

1. KESEHATAN (RP75 TRILIUN)

Intervensi untuk penanganan Covid dan Subsidi luran BPJS

« Bantuan luran penyesuaian tarif Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja akibat keputusan yudisial review MA atas Perpres 75
Tahun 2019

* Insentif tenaga medis pusat dan daerah untuk 6 bulan: Dokter spesialis
(15jt/bl), dokter (10 jt/bl), perawat (7,5 jt/bl), tenaga kesehatan lainnya (5
jt/bl). Santunan Kematian untuk tenaga kesehatan Rp300 juta/orang

* Belanja Penanganan Kesehatan untuk Covid-19: Alat kesehatan (APD,
Rapid Test, Reagen); Sarana dan prasaran kesehatan; Dukungan SDM

3. DUKUNGAN INDUSTRI (RP70,1 TRILIUN)

Cadangan Perpajakan/DTP Lainnya Rp64 T
+ Pajak ditanggung Pemerintah untuk PPH Ps.21 dan PPN

« Bea Masuk DTP
Stimulus KUR Rp6,1 T

4. PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI (RP150 TRILIUN)

Pembiayaan dalam rangka mendukung Program Pemulihan
Ekonomi Nasional termasuk untuk Ultra Mikro

2. SOCIAL SAFETY NET (RP110 TRILIUN)

Tambahan Jaring Pengaman Sosial Rp65 T

» Penambahan penyaluran PKH untuk 10 jt KPM - Penyaluran
PKH yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi per bulan mulai
April>Rp8,3T

» Tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM (dari 15,2 juta menjadi
20 juta KPM), dari semula Rp150.000/bulan menjadi
Rp200.000/bulan selama 9 bulan->Rp10,9T

« Tambahan Kartu Pra Kerja - Program pra kerja diperluas untuk
5,6 juta orang pekerja>Rpl10T

* Pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450VA dan diskon 50%
untuk pelanggan 900 VA - selama 3 bulan untuk 24 juta
pelanggan RT 450 VA dan 7 juta pelanggan RT 900 VA>Rp7T

« Tambahan Insentif Perumahan bagi MBR-> Subsidi Selisih
Bunga dan bantuan uang muka untuk 175 rb unit >Rp1,5T

* Program Jaring Pengaman Sosial Lainnya=>Rp27,3T (al.
Bansos Jabodetabek dan BLT (9 juta Keluarga -DTKS)

Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi

pasar/logistik Rp25 T

Penyesuaian anggaran Pendidikan untuk penanganan Covid-19
Rp20 T




TAMBAHAN BELANJA UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL

»

Rp110,0 T untuk Perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi

PKH ; —

» Perluasan dari 9 juta menjadi 10 juta KPM Iljelmbebasank biaya ll'smk Selalma i’ ©

= Kenaikan indeks bantuan 25% dan selama 3 bulan ulan —untu ~ pelanggan listri
mendapatkan 2 kali 450VA, dan diskon 50% untuk

= Penyaluran manfaat bulanan pelanggan 900VA bersubsidi

Kartu Sembako Duk logistik bako d
= Perluasan dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM % Hungan fogistik sembako dan

= Kenaikan indeks bantuan dari 33%, yaitu dari Rp150 ribu kebutuhan pokok
menjadi Rp200 ribu (selama 9 bulan).

Kartu Pra Kerja

= Manfaat berupa biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan dan Tambahan insentif perumahan
insentif survei bagi pembangunan perumahan
= Diberikan kepada 5,6 juta pekerja/pencari kerja yang MBR hingga 175 ribu unit

terdampak covid-19
Bansos Sembako Jabodetabek

= Sembako senilai Rp600.000 diberikan kepada 1,3 juta

keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di Bodetabek Peny_es_uaian anggaran
Bansos Tunai di luar Jabodetabek L.!J Pendidikan untuk penanganan
= Uang tunai senilai Rp600.000 diberikan kepada 9 juta Covid-19

keluarga di luar Jabodetabek




Bantuan di luar penerima PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja

Jaring Pengaman Sosial

-------- bééé%aﬁ--.--.-:-u-:.--.--.--.--.--.--.--.--.-----.--.--.--.--.--.--.--.--n-----.--.--.--.--.--.--.----I----.--.--B-q-.n-snonénnnnnnnnu-n--.--.--.--.--.--.--.--.;---;--.--.--.--.--.--.--Iné
P Kartu et eas Kartu | BLT non = BLT 1
rog ram Keluarga Sembako Subsidii Listrik Pra Kerja sembako Jabodetabek : : Dana Desa I
Harapan (PKH) |:  Jabodetabek I
. i I
5 : 5,6 juta I
§ : Non Bottom 40% * 24 juta KPM | 1,9 juta KPM 1 jutq I
(o] .
3 e s pelanggan’ _/\ ,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9juta.............. 02T |
s : Bottom 40% tarif listrik . briotes bagi KPM
;g 450 VA Pekerja/buruh yang I * ::’)BK jIth KPM
< o terd k COVID-
: * 7 juta 0 am_pa _ I | - 600ribuKPM
=2 pelc;lrllggin e e tau I Bodetabek
SN tarif listri membutuhkan di luar i i
'g': o 20 = t VA peningkatan I (di luar penerima ¢ enerima PKH g’:ﬁq&::t':‘e"mq
£ 0 ju a 900 kompetensi kerja; PKH dan Kartu p ’
: E . yang berusia min. 18 dan Kartu Sembako, dCﬂ‘.l
* 9 10 juta KpM tahun, tidak sedang I Sembako) Sembako) Kartu Pra Kerja)
"&'; % mengikuti pendidikan
h'4 f I, dan mi ki
[ KpM ;}ma an merupakan I ‘ - I ‘
I | I
. e O e e ey (el S ey W
Anak usia dini: ¢ Pembebasan Rp 3.550.000 per
l.Rp 3 jt/tahun tariff Rp o.ra.ng Sem bqho
Siswa SD: Rp 900 Rincian:
rb/tahun * Rp150.000/bulan 40.000,-/bulan e T e se nil qi
Siswa SMP: Rp 1,5 (Januari-Maret) (untuk 450 VA) Rp 1jt/bulan Rp 600.000 Rp 600.000
jt/tahun * Insentif pasca
Besaran Siswa SMA: Rp 2 « Rp 30.000 pelatihan: Rp R 600 OOO/ /bUan /bUan
jt/tahun * Rp200.000/bulan P 38,009, 600.000/bulan P .
Disabilitas: Rp 2,4 (mulai April-Desember) (Diskon (selama 4 bulan) bU|an
jtitahun 50%)/bulan + Insentif survey: Rp
Lansia: Rp 2,4 jt/tahun (untuk 900 VA) 150 ribu (3 x
Bulanan 12 bulan @50ribu/survey)
Rp37,4 Triliun
Bulanan selama Bulanan selama 3 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan :
12 bulan = 12 bulan (April, Mei, Juni) (April-Okt/Nov) (April, Mei, Juni) (April, Mei, Juni) (April, Mei, Juni) :
Total Rp37,4 Triliun Rp43,6 triliun Rp58,29 triliun Rp20 triliun Rp3,4 triliun Rp16,2 triliun ] Rgzsz ;;":::Cf:::)hs' i

anggaran




Penanganan Pemulihan
Ekonomi




Tujuan Penyediaan Stimulus dan Program Dukungan

Ekonomi Nasional

Perekonomian dunia dan Indonesia menghadapi tantangan besar karena dampak Covid-19. Dalam rangka menanggulangi hal
tersebut, kebijakan penyaluran-penyaluran likuiditas perlu disusun dengan memperhatikan tujuan-tujuan berikut

U ~ U

1. Membantu Pelaku Ekonomi SRR 2. Meminimalisir Jumlah 3. Membantu Perbankan
Bertahan Menghadapi Dampak @ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Memberikan Relaksasi dan

COVID-19 Likuiditas

Dunia usaha yang dapat Segmen UMKM menyerap Dalam rangka memutus
terdampak signifikan adalah sekitar 97% dari total tenaga vicious cycle dalam hal
segmen perdagangan yang kerja dan 99% dari total penyaluran kredit di masa
mana sebagian besar tergolong lapangan kerja, sehingga krisis, maka injeksi likuiditas
dalam kategori UMKM, dimana menjadi sangat krusial bagi menjadi penting. Hal ini
pelaku ekonomi tersebut Pemerintah untuk menjaga dilakukan untuk menyalurkan
keberlangsungan UMKM agar likuiditas kepada sektor riil
dapat meminimalisir jumlah yang memerlukan cashflow
PHK yang terjadi dan menjaga untuk melalui krisis akibat
level penangguran dalam COVID-19.

tingkat yang dapat ditolerir

dikhawatirkan tidak memiliki
kapasitas keuangan yang cukup
untuk bertahan sampai dengan
selesainya wabah COVID-19




Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi diarahkan pada
perbaikan sisi demand

Menjaga Konsumsi

e Percepatan dan Penguatan

Subsidi dan Bansos untuk Masy.

Miskin dan Rentan Miskin
U Tambahan sembako
U Tambahan kartu pra-kerja
U Pembebasan tarif listrik
U Penambahan penyaluran
Program Keluarga Harapan

e Perluasan stimulus konsumsi
dengan fokus Kelas Menengah
(pariwisata, restoran,
transportasi, dll)

Mendorong Investasi

* Insentif pajak

* Insentif kepabeanan dan cukai

* Memberi kelonggaran
persyaratan
kredit/pembiayaan/pendanaan
bagi UMKM

 Memberikan keringanan
pembayaran bagi UMKM

Insentif pajak

Insentif kepabeanan dan cukai
Penyederhanaan & pengurangan
jumlah Larangan & Pembatasan
(Lartas) ekspor impor
Percepatan proses ekspor-impor
untuk Reputable Traders.

Peningkatan & percepatan
layanan ekspor-impor dan
pengawasan melalui National
Logistic Ecosystem (NLE)



»

-
Program
Pemulihan
Ekonomi
Nasional
\_

SKEMA 1 Penempatan pada bank yang
Penempatan melakukan restrukturisasi kredit
Dana (penundaan cicilan pokok dan
Pemerintah bunga)
b h melalui bank ch I b
* Pemerintah melalui bank channeling
SKEMA 2A memberikan kredit modal kerja kepada
Channelling debitur existing yang melakukan
Credit — T 7| program restrukturisasi
: * Pemerintah dan bank sharing
Modal Kerja portofolio, misal 50:50
\_ J
%ﬁEMAI‘I.ZB ‘Pemerintah melalui Bank channelling )
Kre(?irt"I‘(E:a 'gga memberikan kredit kepada
P hp — — — perusahaan pembiayaan atau BPR
5 erubsa el yang melakukan restrukturisasi
emBga%/aan, L terhadap nasabahnya )
ﬁBank memberikan kredit modal kerja\
kepada debitur existing yang tidak
melakukan restrukturisasi atau
SKEMA 3 debitur baru menggunakan dana
: : internal bank
Penj_amman — — = *Pemerintah menanggung biaya premi
Kredit Modal penjaminan kredit
Kerja *Dalam hal diperlukan pemerintah
memberikan PMN kepada
Jamkrindo/Askrindo untuk menjaga

ngaring ratio )

Skema Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Lembaga
Implementing

Penempatan
Pemerintah
oleh bank
m[e)rggdl Perbankan
mmmm) (HIMBARA dan/atau
SWASTA)
Penempatan
Dana/Investas
i Pemerintah
pada bank )
atau PMN — Bank Himbara
padaBLU (IKNB / BPR ?)
Penempatan
Dana/Investas
i Pemerintah
da bank .
Seea Bank Himbara
pada BLU —) (IKNB / BPR ?)
Pembayaran
Premi
Penjaminan & :
PMN kepada PHIm b:;ra/
Lembaga erusanaan
PO — Penjaminan
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Pendapatan Negara Rp375,9 (16,8% APBN; tumbuh 7,7%), Belanja Negara Rp452,4 T
(17.8% APBN; tumbuh 0,1%), Defisit Rp76,4 T atau 0,45% PDB

APBN 2019 2020
(triliun rupiah)
T i S P T SOl B
. Pendapatan Negara 2.165,1 349,0 16,1 4,6 2.233,2 375,9 16,8 7,7
I. Pendapatan Dalam Negeri 2.164,7 348,9 16,1 4,6 2.232,7 375,9 16,8 7,7
1. Penerimaan Perpajakan 1.786,4 278,7 15,6 |’— - 5,2_ B _1._86577_ T _27_9,_9_ - ISTO _____ 0 ,_4_ ‘I
a. Pendapatan DJP (Include Pph Migas) 1.577,6 247,7 15,7 : 1,3 1.642,6 241,6 14,7 (2,5) :
b. Pendapatan DJBC 208,8 31,0 148 | 731 223,1 38,3 17,2 236 1
2. PNBP 378,3 70,2 18,5 B _(1,5)_ ~ 3670 90 262 368
II. Penerimaan Hibah 0,4 0,1 33,7 (43,7) 0,5 0,1 15,5 (47,4)
. Belanja Negara 2.461,1 452,1 18,4 7,7 2.540,4 452.,4 17,8 0,1
I. Belanja Pemerintah Pusat 1.634,3 260,7 16,0 l’— _1I,Z B _1._65375_ o _27_7,_9_ o IBTS _____ 6 ,_6_ \|
1. Belanja K/L 855,4 128,8 15,1 : 24,8 909,6 143,0 15,7 11,0 :
2. Belanja Non K/L 778,9 132,0 69 ‘__09_ 7739 _ _ 1349 _ 174 2,2_ ,'
Il. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 826,8 191,3 23,1 3,1 856,9 174,5 20,4 (8,8)
1. Transfer Ke Daerah 756,8 181,2 23,9 3.4 784,9 167,3 21,3 7,7)
2. DanaDesa 70,0 10,1 14,4 (1,9 72,0 7,2 10,0 (28,6)
. Keseimbangan Primer (20,1) (32,5) 161,5 87,1 (22,0) (2,6) 21,6 (92,0)
. Defisit (296,0) (103,1) 348 | : _ZS,I S (_36772)_ - _(7_6,_4)_ - 5479_ - _(2_5,_8)_ \|
% Defisit thd PDB (1,84) (0,65) : (1,76) (0,45) :
. Pembiayaan Anggaran 296,0 177,9 60,1 I\ 16,9 307,2 74,2 24,2 (58,3) !



IL1 Realisasi Belanja Negara s.d 8 Mei 2020 sebesar Rp652,2 T (25,4% thd APBN 2020)

TA. 2019 TA. 2020
Uraian % thd APBN % thd A
(Rp triliun) REALISASI APEN APEN (5-302) REALISASI APBN Realisasi
(S-302)
BELANJA NEGARA 660,4 26,8% 2.540,4 2.563,F 652,2| 25,4% -1,2%
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 3969 24,3% 1.683,5 1.801,1 407,51 22,6% 2,7%
1. | Belanja K/L 2244, 26,2% 209, 6 786,5 222,31 28,3% -1,0%
a| 51 - Pegawai 79,8 35,5% 261,2| 260,1 82,1 31,6% 3,0%
b| 52 - Barang 72,3 21,0% 336,0) 250,9 56,1 22,4% -22,4%
¢ 53 - Modal 18,31 9,6% 209,4 150,5 21,6| 14,3% 18,1%
d| 57 - Bansos 54,1 55,8% 103,0) 125,1 62,51 50,0% 15,5%
2. | Belanja Non K/L 172,5 22,1% 773,9| 1.014,6| 185,2| 18,3% 7,4%
a| 51 - Pegawai 48,1 30,6% 155,0] 151,6 52,3 34,5% 8, 7%
bl 52 - Barang 001 1,1% 1,2| 1,5 0,2l 11,1% 2319,8%
¢ 53 - Modal - . - -
d| 54 - Kewajiban Utang 23,8 304% 295,2| 335,2 97,21 29,0% 16,0%
e| 55 - Subsidi 39,8 17,7% 1876 157,3 33,3 21,2% -16,3%
f| 56 - Hibah 0,003 0,1% 2,2 4,2 o,0 0,0% -97,6%
gl 57 - Bansos 00 0% 4.8 4.8 0 0% -
h| 58 - Lainnya 08 0,7% 128,0) 360,1 2,2 0,6% 192,9%
Il | TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 263,5 31,9% 856,9| 762,7 244,71 32,1% -7,1%
A | Transfer ke Daerah 2488 32,9% 784,9 691,5 223,21 32,3% -10,3%
a| Dana Perimbangan 243,51 33,6% 747,2| 657,2 220,7] 33,6% -9,3%
i. Dana Transfer Umum 198,2| 37.8% 544,7 474,2 1854 39,1% -6,5%
61 - DBH 24,8 23,3% 117,6) 89,8 23,6 26,3% -4,6%
62 - DAU 1734 41,5% 427 1 3844 161,7] 42,1% -6,8%
ii. Dana Transfer Khusus 45,2 22,6% 2025 183,00 35,3 19,3% -21,9%
63 - DAK Fisik 03 0,4% 72,2 54,2 1,8 3.3% 490,0%
65 - DAK Non Fisik 449 34,3% 130,3| 128,8 33,60 26,1% -25,3%
b| DID, Dana OTSUS, & Keistimewaan DIY 53 16,5% 37,7 34,4 25 7.3% -52,9%
B Dana Desa 14,77 21,0% 72,0 71,2 21,5 30,1% 45,9%

Sumber: OMSPAN, run 8 Mei 2020 jam 19.30 WIB

Belanja Negara melambat
1,2 persen (yoy),
dipengaruhi Belanja
Pemerintah Pusat yang
tumbuh 2,7 persen,
sedangkan Transfer ke
Daerah & Dana Desa (TKDD)
tumbuh negatif 7,1 persen.

Belanja Modal dan Bansos
K/L, serta Kewajiban Utang
tumbuh relatif tinggi,
menjadi pendorong
pertumbuhan Belanja
Pemerintah Pusat.

Seluruh komponen TKDD
melambat, kecuali DAK
Fisik dan Dana Desa yang
mampu tumbuh positif dan
signifikan.




I Belanja Bansos terutama disumbang kinerja Belanja
I I Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan

Uraian Belanja Realisasi Proporsi
(Rp Triliun) Per 8 mei thd TOTAL
S Belanja bansos terutama untuk:
Rehabilitasi Sosial 01  01% 1. Jaminan sosial berupa
pembayaran iuran PBl — JKN
i Jaminan Sosial (al.: PBI-JKN) 27,3 43,7% | (BPJS)
Pemberdayaan Sosial 03  04% 2. Penanggulangan kemiskinan
L i berupa Program Sembako,
| Perlindungan Sosial (al.: PKH) 16,9 27,1% !
i ! termasuk Paket Sembako dan
E Penanggulangan Kemiskinan (al.: Sembako) 17,9 28,7% E Bansos Tunai (BST)
Penanggulangan Bencana 00 0.0% 3. Perlindungan sosial untuk
Program Keluarga Harapan
TOTAL BELANJA BANSOS 62,5 (PKH)




PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

(L) o

Penerima Manfaat Besaran Manfaat/Tahun Durasi Total Anggaran

10 juta KPM Indek ¥g Diterima 1 tahun Rp 37,41 triliun

lbu hamil: 3 juta 3,75 juta (setiap bulan) (sebelumnya
Anak usia dini: 3 juta 3,75 juta Rp29,13T)

Siswa SD: 900 ribu 1,25 juta

Siswa SMP: 1,5 juta 1,87 juta

Siswa SMA: 2 juta 2,5 juta

Disabilitas: 2,4 juta 3 juta Telah dialokasikan dalam DIPA

Lansia: 2,4 juta i 3 juta Kementerian Sosial tambahan
anggaran sebesar Rp8,28 T

April-Juni indek existing per bulan dibayar 2 kali

Kebljakan PKH I Gl ERFERNGIELGEREER
Diberikan kepada 10 juta KPM Penyaluran bantuan untuk bulan April 2020 telah diberikan kepada 10 juta

Mekanisme penyaluran menjadi per bulan KPM, dengaq (CEUERER] anggaran sebesar Rp2,49 T.
mulai April (sebelumnya per 3 bulan) Total realisasi anggaran s/d April sebesar Rp16,57 T

April-Juni , setiap KPM mendapat 2 kali Rencana penyaluran untuk bulan Mei 2020 akan dilaksanakan mulai 13
pembayaran Mei 2020

Ket: Realisasi sampai dengan 12 Mei, Kemensos




PROGRAM KARTU SEMBAKO

Penerima Manfaat

20 juta KPM

e 15,2 juta penerima
eksisting
4,8 juta penerima
tambahan

Kebijakan

 Perluasan penerima manfaat menjadi 20 juta
KPM mulai April 2020
Kenaikan indeks dari Rp150.000/KPM/bulan
menjadi Rp200.000/KPM/Bulan
Untuk dibelanjakan kebutuhan pokok: beras,
telur, serta bahan makanan yang bergizi lainnya

Sumber Realisasi: Kemensos, 12 Mei 2020

Besaran

Rp 150.000/bulan (Januari-Feb) 9 bulan
Rp 200.000/bulan (mulai Maret-
Desember)

BUDGET

Durasi Total Anggaran

Rp 43,6 triliun
(sebelumnya
Rp28,08T)

Telah dialokasikan dalam DIPA
Kementerian Sosial tambahan
anggaran sebesar Rp15,52 T

Perkembangan Pelaksanaan

= Masih terdapat permasalahan atas data 2,1 juta KPM antara lain
terkait perluasan KPM pada remote area, laporan data unclean,
gagal burekol, belum ada laporan hasil pengecekan oleh Himbara,
dan migrasi Bank BNI di 11 kabupaten.
Pada bulan Mei (s/d 12 Mei 2020), bantuan telah disalurkan kepada
17,5 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp3,5 T.

= Total realisasi anggaran s/d 12 Mei 2020 sebesar Rp14,45T.



BANTUAN SOSIAL WILAYAH DKI JAKARTA DAN BODETABEK

memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan terdampak Covid 19 agar tidak mudik

Anggaran sebesar Rp3,42 T telah dialokasikan dalam DIPA Kementerian Sosial

BANSOS

Sumber Realisasi: Kemensos, 11 Mei 2020

Kebijakan

* DKI Jakarta = Penerima manfaat sebanyak 1,3 juta KPM. Kebutuhan anggaran sebesar Rp2,34 Triliun

* Bodetabek = Penerima manfaat sebanyak 600 ribu KPM. Kebutuhan anggaran sebesar Rp1,08 Triliun

* Bantuan diberikan dalam bentuk Paket Sembako senilai Rp600.000/keluarga/bulan selama 3 bulan

* Penyaluran bantuan dilakukan 2 kali dalam sebulan, senilai Rp300.000/paket. Total penyaluran sebanyak 6 kali.

* Isi Paket Sembako: Beras 10 kg, Minyak Goreng 2 Liter, Sarden 155 gram 3 kaleng, Korenet 198 gr 2 kaleng, Teh
Celup 1 box, Kecap Manis 135 gr 1 Botol, Sambal 135 gr 1 Botol, Mie Instant 10 bungkus, Susu UHT 1 Liter, dan
Sabun Mandi 80 gr 3 batang

a

Perkembangan Pelaksanaan

* Penyaluran tahap 1 Bansos DKI Jakarta dalam bentuk Paket Sembako telah disalurkan kepada 955.312 KPM.
Sementara, penyaluran tahap 2 sudah dilaksanakan bagi 296.208 KPM.

» Sisa data untuk pemenuhan 1,3 juta KPM di wilayah DKI Jakarta masih menunggu usulan dari Gubernur.

= Data penerima bansos Bodetabek sebanyak 516.407 KPM. Penyaluran tahap 1 sudah diberikan kepada 101.078
KPM, dan sisanya masih akan terus berprogress.
= Sisa data untuk pemenuhan 600.000 KPM di Bodetabek masih menunggu usulan dari Pemda.

* [Kendala penyaluran bansos Jabodetabek: kesulitan penyediaan item tertentu, kecepatan packing dan distribusi,
dan khusus untuk bansos DKI ditemukan data ganda dengan bansos yang disalurkan oleh Pemda DKI.

* Penyaluran tahap |l Bansos Jabodetabek dilakukan melalui penyaluran beras premium BULOG sebanyak 25 kg.
Penyaluran tersebut juga langsung dilakukan oleh BULOG.

=  Untuk penyaluran tahap Ill, kembali akan disalurkan dalam bentuk Paket Sembako. Namun, untuk mengatasi kendala

terkait penyediaan item bansos, akan dilaksanakan penyederhanaan item bantuan dari 10 item menjadi 4 item (beras,
minyak goreng, mie instan, sarden/kornet).




BANTUAN SOSIAL TUNAI UNTUK 9 JUTA KPM (NON JADEBOTABEK)

Anggaran sebesar Rp16,2 T telah dialokasikan dalam DIPA Kementerian Sosial

Kebijakan

« Penerima manfaat
v Keluarga DTKS Non Penerima Bantuan Sosial (PKH dan Kartu Sembako)

v" Tambahan Usulan Daerah - diverifikasi dan divalidasi berdasarkan BNBA (by name by address), NIK (Nomor
Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

» Nilai manfaat sebesar Rp600.000/keluarga/bulan selama 3 bulan. Kebutuhan anggaran sebesar Rp16,2 T.
« Mekanisme Penyaluran
v Penyaluran melalui PT Pos: 8 juta KPM
v'Penyaluran melalui Himbara: 1 juta KPM
Tambahan biaya distribusi PT Pos: Rp0,33 Triliun

Perkembangan Pelaksanaan

= Realisasi penyaluran sebanyak 1.322.222 KPM (753.998 KPM melalui Himbara, dan 568.224 KPM melalui PT
Pos).

= Total data yang sudah valid sebanyak 7,96 juta KPM, dan masih menunggu pemenuhan 1,04 juta lainnya.

‘ = Kendala penyaluran Bansos: masih menunggu usulan data yang valid, dan susahnya koordinsai terkait
mekanisme penyaluran di lapangan mempertimbangkan kondisi Covid-19.

= Mekanisme penyaluran melalui Pos dilaksanakan melalui pengantaran ke rumah bagi 2 juta KPM, sedangkan
penyaluran bagi 6 juta lainnnya dilaksanakan melalui loket Kantor Pos dengan tetap memperhatikan physical

sumber Realisasi: Kemensos, 12 Mei 2020 dlstancmg




Realisasi Pencairan Kartu Prakerja

Periode s.d. 8 Mei 2020 Pemilihan Platform Digital

Tanggal Jumlah
SP2D Peserta

Jumlah
Pelatihan
Yang Dipilih
Peserta

21-04-2020 37.360.200.000 10.524 Batch | ,

1 Tokopedia 6.356
2 21-04-2020 559.433.850.000 157.587 Batch | 2 Ruangguru 62.184
3 28-04-2020 1.022.946.700.000 288.154 Batch |I AR 8 466
Total 1.619.740.750.000 456.265 4 MauBelajarApa 2 665
5 Sekolahmu 6.337

Keterangan: . .
1. Pelatihan yang diikuti E 3.206
a. Harga pelatihan termurah Rp24 ribu, dibeli 42 orang 7 Sisnaker 11.169

b. Harga pelatihan termahal Rp1 juta, dibeli 22 ribu orang . .

c. Paling diminati adalah Bahasa Inggris (Grammar & TOEFL), dibeli oleh 6.834 8 Pintaria 6.529

orang _ _ _ _ Total 106.912
2. Pembayaran biaya pelatihan kepada lembaga pelatihan akan dilakukan

setelah ada jawaban dari DJP terkait kepastian perpajakan
3. Informasi penyaluran dana Kartu Prakerja (Dashboard) akan
diselesaikan di bulan Mei 2020



Terima Kasih




